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ABSTRAK 

Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta rakyat. Ajang dimana rakyat 

menentukan pilihan tentang siapa yang akan mewakilinya. Instrumen penting dalam 

pelaksanaan pemilu adalah penyelenggara pemilu itu sendiri. Didalam pelaksanaanya, 

kerap terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Satu diantaranya 

adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut. Pertama, mendeskripsikan Bagaimana mekanisme 

penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum 

daerah Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019menurut Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Kedua, Apa akibat hukum yang 

timbul terhadap pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh  Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pariaman pada pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan 

penelitian Normatif Empiris, dengan tempat penelitian di Komisi Pemilihan Umum 

Kota Pariaman. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, bahwa Dewan Kehormatan 

Penyelenggara Pemilu (DKPP) dibentuk untuk menegakkan kode etik para 

penyelenggara pemilu. Pada dasarnya DKPP memiliki peran yang sama dengan Komisi 

Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yaitu sama-sama 

sebagai penyelenggara pemilu. DKPP fokus dalam menjaga kode etik penyelenggara 

pemilu. Dikarenakan masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran kode etik yang 

dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Dalam menjalankan wewenangnya, DKPP 

dapat membentuk perpanjangan tangan di daerah untuk membantu kinerja DKPP, 

perpanjangan tangan DKPP itu disebut dengan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) 

Penyelenggaraan pemilu di Indonesia Pada Tahun 2019 diatur melalui Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Peran DKPP dalam menegakkan 

kode etik penyelenggara pemilu serta mekanisme  tentang penegakkan kode etik 

tersebut juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan 

DKPP. Pada pemilu 2019, tepatnya di KPU Kota Pariaman terdapat 2 (dua) kasus 

pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Keduanya 

diperkarakan di DKPP karena dianggap melanggar kode etik sebagai penyelenggara 

pemilu. Mekanisme penyelesaian perkara diawali dengan adanya laporan ataupun 

temuan tentang pelanggaran kode etik, lalu diperiksa oleh Bawaslu Kota, setelah itu di 

adukan ke DKPP untuk verifikasi dan setelah itu dilakukan sidang untuk memeriksa 

serta mencari jawaban atas aduan tersebut. Penyelesaian  pelanggaran kedua kasus 

tersebut sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku saat ini. Keputusan DKPP 

bersifat final dan mengikat dan wajib untuk dilaksanakan. 


